




KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN……….
NOMOR …………….

TENTANG

PENETAPAN INVENTARISASI BERTAHAP BARANG MILIK DAERAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ……….

GUBERNUR BANTEN,

	Menimbang
	:
	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2024-2027; sesuaikan dengan tujuan secara luas) ……. (pertimbangan folosofis)…;
[bookmark: _Hlk200718073]BILA KEPGUB GUGUS TUGAS BUKAN MERUPAKAN DELEGASI AMANAT LANGSUNG DARI SUATU PASAL PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN BISA MENCANTUMKAN POINT huruf a, b, c. JIKA ADA CUKUP 1(SATU) MENIMBANG SAJA.


	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  41, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
[bookmark: _Hlk200718103]BISA DITAMBAHKAN PERATURAN YANG MENDELEGASIKAN/MENGAMANATKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG TERHADAP PENETAPAN KEPUTUSAN  tersebut.., (TIDAK PERLU TERLALU BANYAK)………..


	Memperhatikan
	:
	Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Nomor ………… tanggal ……………. hal Penyampaian Rumusan Kebijakan Berupa Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan  Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang Tahun ……….;
[bookmark: _Hlk200718201]Dalam Memperhatikan ... bisa ditambahkan SURAT ATAU DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PENETAPAN KEPGUB.......;


	MEMUTUSKAN

	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Menetapkan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun ……… sebagai berikut: 
a. tahap I Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan mesin (Intrakomptabel) dan aset tidak berwujud sampai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2023 dilakukan pada Tahun 2024;
b. tahap II Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin (Ektrakomptabel) dan Tanah sampai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2024 dilakukan pada Tahun 2025;
c. tahap III Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2025 dilakukan pada Tahun 2026; dan
d. tahap IV Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya sampai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2026 dilakukan pada Tahun 2027.

	KEDUA
	:
	Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. (bila ada biaya yang dikeluarkan)

	KETIGA
	:
	Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


	Ditetapkan di Serang
pada tanggal ………..
a.n.GUBERNUR BANTEN
SEKRETARIS DAERAH,



……………….


[bookmark: _Hlk200718319]Tembusan : (bila perlu)
1. [bookmark: _Hlk180404631]Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Banten;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
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